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LAPORAN 

BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN 

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022 

 

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh  

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua  

Yth. Bupati Kebumen  

Yth. Wakil Bupati Kebumen 

Yth. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kebumen 

Ysh. Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah 

Kabupaten Kebumen 

Ysh. Para Staf Ahli Bupati Kebumen  

Ysh. Para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kebumen  

Ysh. Sekretaris DPRD beserta stafnya 

Ysh. Pimpinan BUMD di Kabupaten Kebumen 

Ysh. Rekan-rekan wartawan, hadirin sekalian segenap warga 

masyarakat pendengar radio in FM, dimanapun berada. 

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua 



sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam 

keadaan sehat wal’afiat.  

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita 

Nabi Agung Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wassalam teriring doa 

semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan 

syafa’at fiddunnya wal akhirat  Allohuma  Aamiin. 

 

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati 

Adalah sebuah kehormatan bagi kami, Badan Anggaran DPRD 

Kabupaten Kebumen, berdiri di sini dalam rangka memenuhi tugas 

untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. 

Pada Kesempatan ini pula, perkenankanlah kami atas nama 

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada: 

Pertama, Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan 

kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen untuk 

menggunakan mimbar yang terhormat ini guna menyampaikan hasil 

pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen pada 

rapat paripurna pada hari ini. 

Kedua, Kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran 

eksekutif khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang 

telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 

mengikuti agenda pembahasan DPRD sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. 

Ketiga, kepada Fraksi-Fraksi DPRD yang telah menyampaikan 

pemandangan umum dalam rapat paripurna DPRD, yang menjadi 



bahan masukan sangat berharga bagi Badan Anggaran DPRD 

Kabupaten Kebumen dalam membahas Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2022 ini.  

Keempat, kepada anggota DPRD yang telah bekerja keras 

melaksanakan pembahasan dengan penuh dedikasi dan tanggung 

jawab, Sekretariat DPRD yang telah memfasilitasi, serta semua 

pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah 

Subhanallahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan 

Bapak/ Ibu semua. Amin  

 

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia 

Berdasarkan Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangan 

lainnya dijelaskan bahwa DPRD mempunyai fungsi Pembentukan 

Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Salah satu bentuk 

pelaksanaan ketiga fungsi itu terdapat dalam pembahasan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. 

Fungsi pembentukan Perda dilakukan melalui pembahasan 

dan penetapan Raperda PP APBD menjadi Perda, fungsi anggaran 

dilakukan melalui rekomendasi terhadap pelaksanaan anggaran dan 

rencana anggaran ditahun berikutnya, sedangkan fungsi 

pengawasan dilakukan dengan melakukan analisis capaian target 

kegiatan, pembahasan tindaklanjut hasil audit BPK terhadap 

laporan keuangan dan pelaksanaan APBD tahun 2022, dan lain 

sebaginya. 

Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan di DPRD 

dilakukan oleh Badan Anggaran. Hal ini mengacu pada Tatib DPRD 

dan PP No 12 Tahun 2018, Badan Anggaran memiliki tugas dan 

wewenang sebagai berikut: 



a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran 

DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD 

sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah 

Daerah ditetapkan; 

b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggota badan 

anggaran dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan 

dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD 

serta prioritas dan plafon anggaran sementara; 

c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam 

mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan 

perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksaaan APBD; 

d. Melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD dan 

rancangan perda tentang Perubahan APBD dan rancangan 

perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran 

pemerintah daerah; 

e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah 

daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta 

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang 

disampaikan oleh Bupati; 

f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan 

anggaran belanja   DPRD; 

g. Melakukan penyempurnaan dan penyelarasan hasil 

pembahasan oleh komisi atas rancangan perda tentang APBD 

dan perubahan APBD bersama tim anggaran pemerintah daerah 

dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

h. Membahas laporan keterangan pertanggungjawaban bupati 

setiap akhir tahun anggaran, dan pada saat akhir masa jabatan. 

 

 



Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia 

Berdasarkan hal diatas maka DPRD berwenang untuk 

mengawasi pertanggungjawaban APBD dalam rangka memastikan 

bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama 

oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selain itu juga dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik, dari sisi pengelolaan 

keuangan Negara. 

 

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia 

Gambaran umum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

tahun anggaran 2022 terdiri dari: 

1. Pendapatan Daerah 

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 

2.847.196.017.404 meningkat dari pendapatan di APBD tahun 

2022 yang direncanakan sebesar Rp. 2.775.254.283.000. 

Rincian realisasi pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan 

Asli Daerah sebanyak Rp.512.346.375.475 Pendapatan 

Transfer sebanyak Rp. 2.329.703.641.941 dan Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah sebanyak Rp. 5.145.999.988 

2. Belanja Daeah 

Realisasi Belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 

2.824.358.293.725 turun dari yang direncanakan dalam APBD 

tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.011.233.908.000 

Realisasi belanja terdiri dari belanja operasi sebanyak Rp. 

1.918.270.224.061 belanja modal sebanyak Rp. 

272.301.599.864 belanja tidak terduga sebanyak Rp. 

1.295.204.500 dan belanja transfer sebanyak Rp. 

632.491.265.300 



3. Pembiayaan Daerah 

Realisasi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, realisasi 

penerimaan pembiayaan tahun 2022 adalah sebanyak Rp. 

271.279.627.198,98 sedangkan realisasi pengeluaran 

pembiayaan adalah sebanyak Rp. 35.300.000.000 

Dari perhitungan tersebut diperoleh realisasi Silpa tahun 2022 

adalah sebanyak Rp. 258.817.350.877,98 

 

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan 

Anggaran bersama dengan Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, terhadap dokumen Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

tahun 2022, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen 

memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa kesalahan redaksi, penulisan dan 

penghitungan, kedepan Badan Anggaran merekomendasikan 

untuk lebih meningkatkan kwalitas dokumen. 

2. Dari hasil pembahasan Badan Anggaran, meminta untuk 

tahun-tahun berikutnya Pendapatan Daerah khususnya 

Pendapatan Asli Daerah untuk lebih ditingkat targetnya. 

3. melakukan optimalisasi penagihan piutang daerah dan 

perbaikan tata Kelola penerimaan pendapatan khususnya 

terkait update, validasi data dan kewajiban pembayaran objek 

PAD. 

4. Urusan Pendidikan dan urusan kesehatan merupakan urusan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, kedua urusan 

tersebut merupakan urusan dengan alokasi terbesar di 

realisasi APBD tahun 2022, tetapi realisasi anggaran yang 

terendah atau serapan anggaran terendah juga kedua urusan 



tersebut. urusan Pendidikan realisasinya hanya sebanyak 

89,65% atau menyisakan anggaran sebanyak Rp. 

111.528.295.681 dan urusan Kesehatan realisasinya sebanyak 

94,34% atau menyisakan anggaran sebanyak Rp. 

34.238.457.421. kedepan untuk lebih diperhatikan, selain itu 

belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan juga harus 

diarahkan dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada 

seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencapaian 

universal health coverage (UHC), peningkatan rata-rata lama 

sekolah, angka partisipasi kasar sekolah dan pencapaian SPM. 

5. Terhadap program dan kegiatan lainnya yang realisasinya 

rendah dan capaian target kinerjanya rendah untuk bisa 

dilakukan evaluasi dan ditingkatkan di tahun 2023. 

6. Terkait dengan rincian Silpa dan rencana penggunaannya, 

untuk dihitung lagi secara mendetail dan dilaporkan kepada 

DPRD, khususnya silpa yang bebas atau silpa yang belum 

ditentukan peruntukannya sebesar 6,5 Milyar. untuk lebih 

dihitung ulang karena proyeksi perhitungan oleh DPRD lebih 

besar dari angka tersebut. 

7. Hasil dari pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD serta Realisasi Semester Pertama dan Prognosis semester 

berikutnya, untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan 

KUA-PPAS dan RAPBD Perubahan tahun 2022. 

8. Terhadap temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang 

ada di tahun 2023 ataupun tahun-tahun sebelumnya, yang 

belum diselesaikan untuk segera diselesaikan dan dilaporkan 

progresnya kepada DPRD. 

 

Demikian hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPRD 

Kabupaten Kebumen dalam rapat kerja terhadap Raperda tentang 



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen 

Tahun Anggaran 2022. 

Selanjutnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen 

menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi-Fraksi DPRD untuk 

Menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib 

DPRD dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Demikian Laporan Badan Anggaran yang dapat kami 

sampaikan, ada kurang lebihnya dalam penyampaian Laporan ini 

kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan atas perhatiannya 

disampaikan terima kasih.  

Billahitaufiqwalhidayah 

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh  

 

Kebumen, 28 Juli 2023 

 

Badan Anggaran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen 

 

Ketua 

 

 

H. SARIMUN, S.Sy 

Sekretaris 

 

 

Drs. Munadi, M.Si 

 

 

 


